l. PENDAHUL UAN

A. L atar Belakang

Tindak pidana sekarang ini telah menjadi suatu fenomena, dimana hampir setiap hari ada berita
tentang peristiwa pidana, balk melalui media cetak maupun media elektronik. Tindak pidana
tersebut antara lain pencurian, perampokan dan pembunuhan. Terdapatnya berbagai jenis pidana
tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat sehingga setiap individu berusaha
untuk menciptakan rasa aman dan perlindungan pada dirinya masing-masing. Salah satu contoh
usaha pengamanan diri yang dilakukan oleh masyarakat misalnya dengan memiliki senjata api

sendiri.

Pada beberapa tahun terakhir ini, terkesan bahwa masyarakat dengan mudah memiliki senjata api
dengan berbagai merek dan jenisnya. Orang yang memiliki uang dengan mudah bisa
mendapatkan, mengoleksi, bahkan dalam jumlah yang tidak waar. Alasan utama penggunaan
senjata api adalah karena benda tersebut mudah dibawa dan digunakan, serta mempunyai
kemampuan melukai lawan secara cepat. Terlebih lagi sekarang ini senjata api dapat dibeli
secara bebas, legal, dan terbuka bahkan masyarakat pun dapat merakitnya sendiri dengan
kemampuan yang dimilikinya. Fenomena kepemilikan senjata api makin marak akhir — akhir ini
yang ditandai dengan banyaknya penggunaan senjata api yang mengikuti aks kekerasan yang
terjadi. Senjata api yang dimilki pun ada yang memilki izin dan ada pula yang ilegal. Sehingga

membuat kalangan masyarakat resah.



Kasus penyalahgunaan senjata api semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data
yang dimiliki Polri, sgjak Tahun 2009 hingga 2011, sedikitnya 453 senjata api telah

digudangkan oleh Polri. Khusus untuk tahun 2011, Polri telah menggudangkan 139 senjata api.

Tabel kasus menggunakan senjata api di Indonesia tahun 2009-2011

Tahun | Pencurian dan kekerasan | Penyalahgunaan Hasl| Tertangkap | Totd
dengan senjata api senjata api temuan kedapatan kasus
senjata api dengan
senjata
api
2009 | 69 kasus 61 kasus 18 kasus | 23 kasus 171
kasus
2010 | 73 kasus 24 kasus 29 kasus | 17 kasus 143
kasus
2011 | 32 kasus 57 kasus 29 kasus | 21 kasus 139
kasus

Sumber: Humas Mabes Polri Tahun 2009 s/d Desember 2011°

Seseorang yang memegang senjata api bisa mengancam orang lain hanya dengan mengacungkan
senjatanya. Seseorang bisa dengan mudah melukai orang lain menggunakan senjata api yang
yang dipegangnya. Alasan itulah yang menjadi dasar pertimbangan mengapa kepemilikan
senjata api perlu diatur oleh negara. Pengaturan senjata api secara umum telah dituangkan dalam
Pasal 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana sedangkan untuk
biaya pengurusan izin diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2010 tentang
Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pgak yang berlaku pada Kepolisian Negara

Republik Indonesia

Menurut pendapat Adami Chazawi (2001: 2), suatu perbuatan yang dibentuk menjadi pidana dan
dirumuskan dalam Undang-undang karena perbuatan itu dinilai oleh pembentuk Undang-undang

sebagal perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum, dengan menetapkan larangan
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untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa
yang melanggarnya, berarti Undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas

kepentingan-kepentingan hukum tersebut.?

Sampal saat ini pihak kepolisian memang sudah cukup gencar dalam melakukan tindakan
perlawanan terhadap pengedaran serta pembuatan senjata api rakitan, tetapi masih sgja terjadi
kasus serupa yang berhubungan dengan senjata api rakitan. Ada beberapa faktor yang
menyebabkan maraknya tindak pidana pembuatan dan peredaran senjata api dalam masyarakat
antara lain, rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat keamanan Indonesia, khususnya
dalam hal ini Polri, ddam menciptakan rasa aman serta begitu mudahnya akses untuk
memperoleh senjata api legal atau ilegal, karena untuk mengurus perizinannya pun tidak sulit.
Sementara itu aparat kepolisian masih kurang memiliki suatu kebijakan yang tepat dan tegas

untuk menangani masal ah tersebut sehingga peredarannya sampai saat ini masih sering terjadi.

Pada kasus penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa pembuatan
dan peredaran senjata api rakitan yang kini marak terjadi di Indonesia, salah satu contohnya
yaitu seorang Petani berinisial Ye (35) yang tinggal di Kecamatan Tanjung Raya Mesuji yang
ditangkap oleh anggota Polres TulangBawang karena memiliki senjata api rakitan. Selain
memiliki pistol rakitan, dia juga memperjuabelikan barang dilarang tersebut. Pembuatan senjata
api yang dimiliki Ye sudah cukup profesional. Senpi rakitan itu hampir menyerupa senjata

aslinya. Bedanya hanya pada silinder, kalau yang adli bisa berputar otomatis, kalau rakitan ini

2 Chazawi, Adami,Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. RgjaGrafindo Persada, 2001, Jakarta, him 2



tidak bisa. Namun, belum diketahui apakah Y e itu merakit sendiri senpi tersebut sebelum dijual,

atau memperolehnya dari orang lain.*

Berdasarkan kasus tersebut diatas, dapat terlihat bahwa peredaran dan kepemilikan senjata api
rakitan memang sedang terjadi di masyarakat Kabupaten Mesuji. Bahkan kepemilikan tersebut
sering digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melancarkan aksinya dalam melakukan

tindak pidana.

Polri sebagai penegak hukum bertugas untuk mewujudkan keamanan di dalam negeri yang
meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum,
terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya
ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asas manusia. Peranan Polri tersebut
adalah menyangkut semua tugas, fungsi, dan wewenang anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, termasuk untuk masalah peredaran dan pembuatan senjata api rakitan yang terjadi di

masyarakat.

Untuk menjalankan fungsinya Polri mengeluarkan kebijakan yang bersifat publik yang ditujukan
untuk masyarakat dan mempunya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Untuk dapat
menyelenggarakan tugasnya, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diberi
kewenangan-kewenangan yang salah satunya ialah untuk memberikan izin dan melakukan

pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjatatgjam.

3 Berita-Lampung.Blogspot.com, Petani Penjual Senjata Api Sambil di Kabupaten Mesuiji Terkini, diakses 2 juni
2012



Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini disusun dengan judul “Upaya Penegakan Hukum
Oleh Polri Terhadap Pelaku Pembuat Dan Pengedar Senjata Api Rakitan (Studi Kasus Di Polsek

Tanjung Raya Mesuji)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas, permasalahan yang diangkat adalah

sebagal berikut :

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku pembuat dan pengedar
senjata api rakitan?

2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku dan pembuat senjata
api rakitan?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasal ahan yang digjukan, maka ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini hanya
terbatas pada ilmu hukum pidana mengena penegakan hukum oleh Kepolisan Negara
Republik Indonesia terhadap pembuat dan pengedar senjata api rakitan di Mesuji serta upaya dan
hambatan apasgja yang dihadapi Polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembuat dan

pengedar senjata api rakitan di Mesuji.

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Sebagaimana rumusan diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagal berikut :



a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polri terhadap pembuat dan pengedar senjata
api rakitan di Mesuji
b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Polri terhadap pembuat dan pengedar

senjata api rakitan di Mesyji

2. Kegunaan Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antaralain :’

1. Teoritis
Kegunaan teoritis dari hasil pendlitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi
perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana, Serta untuk mengembangkan kemampuan
berkaryailmiah guna mengungkapkan kajian yang lebih dalam terhadap undang-undang atau
Peraturan lainnya yang ada yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum
terhadap pelaku tindak Pidana pembuat dan pengedar senjata api rakitan di Mesuji.

2. Praktis

a. Bagi Masyarakat, sebagai bahan informas dan pengetahuan tentang adanya  realitas hukum
mengenai tindak pidana pembuatan dan penredaran senjata Api rakitan secara jelas yang

semakin marak terjadi.



b. Bagi Aparat Penegak Hukum, sebagal pedoman untuk melaksanakan suatu peraturan
perundang-undangan dengan baik, berdasarkan asas-asas yang ada, serta memberikan
gambaran kepada aparat penegak hukum mengenai bagaimana selama ini kinerja aparat
kepolisian dalam menangani tindak pidana pembuatan dan penredaran senjata api rakitan di
masyarakat, sehingga dengan tulisan ini para aparat penegak hukum akan bisa memperbaiki
kinerjanyalagi menjadi lebih baik apabila masih dirasakan kurang.

c. Bagi Pemerintah, sebagal informas untuk lebih giat dan tanggap lagi dalam pengawasan
pelaksanaan peraturan perundangundangan yang telah mereka buat sehingga aturan

perundangundangan yang mereka buat benar-benar dilaksanakan dengan baik.
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran
atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikas terhadap dimensi yang

dianggap relevan oleh peneliti.*

Penegakan hukum dalam arti luas penegakan hukum yaitu penegakan seluruh norma tatanan
kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakan hukum diartikan sebagai
praktek peradilan. Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan

sikap tindak rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan

* Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press, 1986, Jakarta, him 125



mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.®> Penegakan hukum merupakan bagian dari
kebijakan penaggulangan keahatan yang mempunyai tujuan akhir yaitu perlindungan

masyarakat guna mencapai kesejahteraan.’

Berdasarkan teori penegakan hukum menurut John Graham, penegakan hukum dilapangan oleh
polis: merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan. Menurut Hamis
MC.Rae mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan
berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam
penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek

berkaitan dengan bidang yang ditanganinya seperti halnya dengan penggunaan senjata api.”’

B.J.M ten berge menyebutkan beberapa aspek yang harus di perhatikan atau di pertimbangkan
dalam rangka penegakan hukum, yaitu :®
a. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi
b. Ketentuan perkecualian harus di batasi secara minimal
c. Peraturan harus sebanyak Mungkin di arahkan pada kenyataan yang secara
objektif dapat di tentukan
d. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang

di bebani dengan tugas penegakan hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai

> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT.Citra Aditya
Bakti, 2001, Bandung, him 21
® Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Prenada Media Group, 2008, Jakarta, him 2
; http://aizawaangel a020791.bl ogspot.com
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rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian

pergaulan hidup.’

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut perincian Soerjono Soekanto
tersebut sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri;

2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan;

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di

dalam pergaulan hidup.

Kebijakan mengena senjata api yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
merupakan bentuk kebijakan “Non Penal” yaitu sebagai usaha rasional untuk menanggulangi
kegjahatan dengan kegiatan preventive melaui mengurangi keadaan yang kondusif untuk
terjadinya kejahatan. Usaha-usaha “Non Penal” ini dapat berupa kegiatan melalui melakukan
pendidikan sosiad dalam rangka tanggung jawab sosid warga masyarakat, peningkatan
kesgahteraan keluarga, ataupu kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh

polisi dan aparat lainnya dan sebagainya.*

Untuk pembuatan suatu kebijakan, selain memikirkan tujuannya juga dipikirkan mengenai
kegunaan maupun keadilannya agar peraturan yang dikeluarkan dapat mencapai hasil yang baik,
hal demikian ini merupakan bentuk dari pelaksanaan politik hukum dimana peraturan ini disatu

sisi dibuat untuk mencapai tujuan kebijakan dan disisi lain mendukung tugas Kepolisian Negara

® Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, PT.Bina Cipta, 1983, Bandung, him 3
19 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, PT.Alumni, 2005, Bandung, him 159



Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Suatu kebijakan
baru dapat dianggap efektif apabila sikap atau perilaku pihak-pihak yang menjadi saran dari

kebijakan menuju kepada tujuan yang dikehendaki kebijakan.

Membicarakan masalah penegakan hukum di sini tidak membicarakan bagaimana hukumya,
melainkan apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah-
masalah dalam penegakan hukum. Bidang dari penegakan hukum tidak hanya bersangkut paut
dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan

tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.™

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-
konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang
diinginkan atau diteliti.*?

Berikut ini adalah definisi opersiona dan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu

sebagai berikut:

1 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT.Alumni, 1986, Bandung, him 113
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 1986, Jakarta, him 32



a. Penegakan hukum  merupakan bagian dari kebijakan penaggulangan keahatan yang
mempunya tujuan akhir yaitu perlindungan masyarakat guna mencapa kesegjahteraan
masyarakat.*®

b. Kepolisian adalah yang bertalian dengan polisi.**

c. Pembuat adalah yang membuat; dewan undang-undang™

d. Pengedar adalah orang yang mengedarkan®®

e. Senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi/berperang, adapun arti senjata
api adaah yang mampu melepaskan keluar/sgjumlah Proyektil dengan bantuan bahan
peledak’

f. Senjata Api adalah termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat
(1) dari peraturan senjata api 1936 (Stb 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan
ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb Nmor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu
senjata “yang nyata” mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan
bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa
sehingga tidak dapat digunakan (Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata
Api)

g. Rakitan adalah hasil merakit; sesuatu yang dirakit; kesatuan berbagai komponen. Misal, mesin
atau mobil

h. Mesuji adalah wilayah salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia

E. Sistematika Penulisan

3 Barda, Op.Cit, him 2

14 pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2004, Jakarta, him 1091

5 1bid, him 233

1% 1bid, him 350

" Mabes Polri, Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, 2000, Jakarta,
him 2



Daam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan

skripsi. Sistematika penulisan terbagi dalam bagian-bagian sebagai berikut :

|. PENDAHULUAN

Daam bab ini diuraikan mengenal latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

1. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian penegakan hukum, senjata api dan senjata secara
umum, tinjauan yuridis dan prosedur kepemilikan senjata api, syarat memiliki senjata api, serta
kendala dan upaya yang dilakukan Polri dalam penegakan hukum terhadap pembuat dan

pengedar senjata api rakitan.

II1. METODE PENELITIAN

Bab ini beris metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan masalah, data dan
sumber data, informan (responden) penelitian, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta

andlisis data.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN



Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum lokas penelitian, yaitu Kepolisian Daerah
Kabupaten Mesuji pembahasan profil singkat responden penelitian, pembahasan dan hasil
penelitian terhadap rumusan masalah, yaitu mengenal prosedur pengajuan ijin kepemilikan
senjata api yang dilakukan oleh warga masyarakat, kendala yang dihadapi Polri di dalam
mengatas tindak pidana pembuat dan pengedar senjata api rakitan di masyarakat, serta upaya
yang dilakukan oleh Polri untuk mengatasi tindak pidana pembuatan dan peredaran senjata api

rakitan di masyarakat tersebut.

V. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kessimpulan dari seluruh hasil dan pembahasan bab sebelumnya dan
saran maupun rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi

semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan.



